Sumber dan Norma Ekonomi Syariah di Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Non Bank by Cahyanti, Irni Sri
Jurnal Shidqia Nusantara     Vol. 1 No. 1 Maret 2020 
Prodi Perbankan Syariah Universitas Islam Nusantara 
 
1 
 
Sumber dan Norma Ekonomi Syariah 
di Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Non Bank 
Irni Sri Cahyanti 
Universitas Islam Nusantara 
irniscfaiuninus@gmail.com 
 
 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan sumber dan norma ekonomi syariah pada lembaga 
keuangan syariah Bank dan Non Bank yang terdapat pada Al-Qur’an, Al-Hadits dan Ijtihad. Adapun 
metode penelitian yang digunakan adalam deskriftip kualitatif dengan pendekatan studi literatur. 
Adapun hasil dari penelitian ini adalah ditemukan konsep etika bisnis yang bersumber dari Al-
Qur’an, Al-Hadits dan Ijtihad. Etika bisnis itu sendiri merupakan tuntutan yang harus dilaksanakan 
oleh pelaku bisnis dalam menegakkan konsep keseimbangan ekonomi. Dengan adanya etika dalam 
bisnis Syariah maka akan menjadikan sistem perekonomian berjalan secara baik dan seimbang. 
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PENDAHULUAN 
Islam merupakan sumber nilai dan etika dalam segala aspek kehidupan manusia secara 
menyeluruh, termasuk dalam kegiatan berbisnis. Mulai dari prinsip dasar, faktor produksi, tenaga 
kerja, modal, distribusi kekayaan, masalah upah, barang dan jasa, kualifikasi dalam bisnis, sampai 
kepada etika sosio ekonomik menyangkut hak milik dan hubungan sosial. Ekonomi Syariah kini 
sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat muslim Indonesia, banyak perusahaan baik itu lembaga 
keuangan, bank maupun non bank yang berbasis ekonomi Syariah. Berbagai aktivitas bisnis kini 
mulai mengaplikasikan ekonomi Syariah tersebut. 
Ekonomi Syariah adalah suatu sistem ekonomi yang tujuan utamanya adalah mewujudkan 
keadilan1 dan kesejahteraan2 secara merata. Bisnis Syariah merupakan implementasi dari aturan Allah 
yang terdapat dalam Al-quran dan hadits yakni menjalankan syariat dan perintah Allah dalam hal 
 
1Adil dalam arti luas dapat diartikan menjaga keseimbangan dalam masyarakat, artinya keadilan adalah segala 
sesuatu yang dapat melahirkan kemaslahatan bagi masyarakat atau menjaga dan memeliharanya dalam bentuk lebih baik 
sehingga masyarakat mendapatkan kemajuan. Murtadha Muthahhari, Islam dan Tantangan Zaman, Terj. Ahmad 
Sobandi, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1996), h. 225. 
Keadilan menurut persfektif Alquran memiliki 3 macam arti.  Pertama, adil berarti “sama” (al-musafat) QS, An-
Nisa (4).  Kedua, adil berarti “seimbang” (al-mizan) QS, Al-Hadid (57) 25.  Ketiga, keadilan ialah memelihara hak 
individu dan memberikannya kepaa yang berhak. Atang abd Hakim, Fiqh Perbankan Syariah (Transformasi Fiqh 
Muamalah ke dalam peratutan perundang-undangan), (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), h.150 
2Kesejahteraan (al-falah) adalah sebuah kondisi dimana al-daruruyyat al-khams (lima kebutuhan primer) dapat 
terpelihara dan terjamin dan terpelihra keberadaannya dalam kehidupan manusia itu sendiri. Lima kebutuhan primer 
tersebut adalah terdiri dari pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Yusuf Qardhawi, Norma dan Etika 
Ekonomi Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997) hal 69. 
Naskah diterima; Januari 2020; revisi Februari 2020; 
Disetujui; Maret 2020; publikasi online April 2020. 
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bermuamalah.  Sistem ekonomi Syariah berawal dari kesadaran tentang etika yang berkaitan dengan 
sumber dan norma syariah. 
PEMBAHASAN 
A. Ekonomi Syariah 
Ilmu ekonomi Syariah, selain berkonsentrasi pada alokasi dan distribusi sumber-sumber daya, 
seperti pada ekonomi konvensional, namun tujuan utamanya adalah merealisasikan maqasid 
Syari’ah3. 
Tujuan dari ekonomi Syariah sama hal seperti ekonomi Konvesional yakni untuk memperoleh 
keuntungan hanya saja perbedaan sudut pandang antara kedua sistem tersebut, dimana dalam 
ekonomi Syariah terdapat batasan-batasan  dengan syarat-syarat moral dan sosial untuk memenuhi 
laba tersebut sedangkan ekonomi konvensional tidak memperhatikan hal tersebut. Sehingga terdapat 
filsafat hukum dalam ekonomi syariah:4 
1. Semua yang ada di alam semesta, langit, bumi serta sumber-sumber alam lainnya, bahkan harta 
kekayaan yang dikuasai oleh manusia adalah milik Allah, karena Dialah yang menciptakannya. 
Semua ciptaan Allah itu tunduk pada kehendak dan ketentuan-Nya (QS. Thaha ayat 6 dan QS. Al-
Maidah ayat 120). Manusia sebagai khalifah berhak mengurus dan memanfaatkan alam semesta 
itu untuk kelangsungan hidup dan kehidupan manusia dan lingkungannya. 
2. Allah menciptakan manusia sebagai khalifah dengan alat perlengkapan yang sempurna, agar ia 
mampu melaksanakan tugas, hak dan kewajibannya di bumi. Semua mahluk lain terutama flora 
dan fauna diciptakan Allah untuk manusia, agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan hidup 
manusia dan kehidupannya (QS. Luqman ayat 20, QS. An-Nahl ayat 20-26, QS. Fatir ayat 37-38, 
QS. Az-Zumar ayat 21). 
3. Beriman kepada hari kiamat dan hari pengadilan. Keyakinan pada hari kiamat. merupakan asas 
penting dalam sistem ekonomi Islam, karena dengan keyakinan itu, tingkah laku ekonomi manusia 
akan dapat terkendali, sebab ia sadar bahwa semua perbuatannya termasuk tindakan ekonominya 
 
3Maqashid berasal dari fii'l tsulasi (ادصاقم - ادصقم ,ادصق ،دصقي ، دصق), yaitu bentuk jama (jama taksir) dari masdar 
mim, yang berarti “maksud-maksud atau tujuan-tujuan”. Yusuf Ibn Abdullah al-Syabily. Maqasid al-Syari’ah Islami, 
ttp, tth, hal. 4 
Sedangkan Syari’ah menurut bahasa berasal dari (  اعرش عرشي ,عرش– ةعيرش ) yang berarti aturan atau undang-undang. 
Lihat, A.W. Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia (Surabaya:  Pustaka Progressif ), hlm. 711 
Wahbah al-Zuhaili mengatakan bahwa maqasid asy-syariah adalah nilai-nilai dan sasaran syara’ yang tersirat dalam 
segenap atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan 
rahasia syariah, yang ditetapkan oleh al-syari’ dalam setiap ketentuan hukum. Wahbah al-Zuhaili, Ushul Fiqh Islami, Juz 
II, Dar al Fikri: Damaskus, 1986, hal. 225 
Yusuf Al-Qardhawi mendefenisikan maqashid asy-syari’ah sebagai tujuan yang menjadi target teks dan hukum-
hukum partikular untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia, baik berupa perintah, larangan dan mubah, untuk 
individu, keluarga, jamaah dan umat, atau juga disebut dengan hikmat-hikmat yang menjadi tujuan ditetapkannya hukum, 
baik yang diharuskan ataupun tidak. Yusuf Al-Qardhawi, Fikih Maqashid Syari’ah, Pustaka al-Kautsar: Jakarta, 2007, 
hal. 12 
4 A.M. Saefuddin, Studi Sistem Ekonomi Islam, (Jakarta: Media Dakwah, 1984), h. 19  
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akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Pertanggungjawaban itu tidak hanya mengenai 
tingkah laku ekonominya saja, tetapi juga mengenai harta kekayaan yang diamanahkan oleh Allah 
kepada manusia. 
 
Untuk merealisasikan tujuan ekonomi Syariah dibutuhkan suatu sistem yang mendukung 
terciptanya tujuan tersebut yaitu berupa nilai dan prinsip-prinsip Syariah. Sistem nilai pada 
hakekatnya sesuatu yang akan memberikan makna dalam kehidupan manusia dalam setiap peran yang 
dilakukan.5 Prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi syariah, diantaranya adalah:6 
1. Tidak melakukan penimbunan (Ihtikar)7 
2. Tidak melakukan monopoly’s rent8 
3. Menghindari jual-beli yang diharamkan9 
Ilmu Ekonomi Islam merupakan teori atau hukum-hukum dasar yang menjelaskan perilaku-
perilaku antar variabel ekonomi dengan memasukkan unsur norma ataupun tata aturan tertentu (unsur 
Ilāhiyah). Oleh karena itu, Ekonomi Islam tidak hanya menjelaskan fakta-fakta secara riil, tetapi juga 
harus menerangkan idealitas yang seyogyanya dapat dilakukan, dan yang seharusnya terjadi dan 
dikesampingkan atau dihindari, idealita ini dilandasi atas dasar nilai (value) dan norma (norm) 
tertentu, baik secara eksplisit maupun implisit, kemudian inilah yang disebut dengan ekonomi 
 
5 Amiur Nurrudin, SDM Berbasis Syari’ah, “ Tsaqafah: Jurnal Peradaban Islam”, Vol 6 No 1(ISID, April 2010) 
hal 29. 
6 Hendri Tanjung, Pilar-Pilar Ekonomi Islam, dalam Zainuddin Ali, Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Sinar 
Grafika Offset, 2008) 
7 Penimbunan, dalam bahasa Arab disebut dengan al-ihtikar. Secara umum, ihtikar dapat diartikan sebagai 
tindakanpembelian barang dagangan dengan tujuan untuk menhan atau menyimpan barang tersebut dalam jangka waktu 
yang lama, sehingga barang tersebut dinyatakan barang langka dan berharga mahal. Muhammad Amin Suma, Ekonomi 
& Keuangan ISLAM: Menggali akar, Mengurai serat (Tangerang: Kholam Publishing, 2008), h.322 
8 Monopoli adalah kegiatan menahan keberadaan barang untuk tidak dijual atau tidak diedarkan di pasar, agar 
haraganya menjadi mahal. Yusuf Qardhawi, Peran, Nilai dan Moral dalam perekonomian Islam (Jakarta: Rabbani Press, 
1977), hlm. 321  
M.A. Mannan medefinisikan monopoli sebagai tindakan yang tercipta akibat adanya ketidaksempurnaan pasar. M. 
A. Mannan, Ekonomi Islam: Teori dan Praktik (Jakarta: Intermasa, 1992), hlm. 153. 
9  َنيِذَّلٱََ  نوُُلكۡأ  يَ اٰو ب ِ رلٱََُموُق يَا  م كَ َِّلَإَ  نوُموُق يَ  لَيِذَّلٱََُهُطَّب  خ ت يَُن ٰ طۡيَّشلٱََ  نِمَ ِ س مۡلٱََا  مَِّنإَ آوُلا قَۡمُهَّن أِبَ  كِل ٰ ذَُعۡي بۡلٱََُلۡثِم
 َ اٰو ب ِ رلٱََ َّل  ح أ  وَُ َّللّٱَ َعۡي بۡلٱََ م َّر  ح  و
 َ اٰو ب ِ رلٱََُه  ٓءا  جَن م فۥََۡو  مَٞة ظِع
َِهِ ب َّرَن ِ مۦََ فَٰى ه تنٱَُه ل فۥََُهُرۡم أ  وَ  ف ل سَا  مٓۥََى ِلإَهِ َّللّٱََُب ٰ حۡص أَ  ِكئ
ٓ ٰ ل  ُوأ فَ  دا عَۡن  م  وَهِراَّنلٱََ  نوُدِل ٰ خَا  هِيفَۡمُه٢٧٥ََ
Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan 
syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata 
(berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 
mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari 
mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) 
kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di 
dalamnya. 
Dalam surat Al-Baqarah yang di atas, sangat jelas bahwa Allah swt sangat melarang adanya unsur riba. Segala 
kegiatan jual-beli yang sesuai dengan prinsip Islam, adil, halal, dan tidak merugikan salah satu pihak adalah jual-beli yang 
sangat di ridhai oleh Allah swt 
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normatif. Sedangkan ekonomi positif bahasannya lebih terfokus kepada realitas relasi ekonomi atau 
mengenai fenomena yang nyatanya terjadi 10 
Menurut Adiwarman Azhar Karim, dengan demikian, maka ekonom muslim, perlu 
mengembangkan suatu ilmu ekonomi yang khas, yang dilandasi oleh nilai-nilai Iman dan Islam yang 
tidak hanya dihayati tetapi juga diamalkannya, yaitu ilmu ekonomi Islam. Sebuah sistem ekonomi 
yang juga menjelaskan segala fenomena tentang perilaku pilihan dan pengambilan keputusan dalam 
setiap unit ekonomi dengan memasukkan tata aturan syari’ah sebagai variabel independent (ikut 
mempengaruhi segala pengambilan keputusan ekonomi), yang berasal dari Allah SWT. meliputi 
batasan-batasan dalam melakukan kegiatan ekonomi. Proses integrasi norma dan aturan syariah ke 
dalam ilmu ekonomi, disebabkan adanya pandangan bahwa kehidupan di dunia tidak dapat 
dipisahkan dengan kehidupan di akhirat. Semuanya harus seimbang karena dunia adalah sawah atau 
ladang akhirat. Keuntungan (return) yang kelak diperoleh seseorang di akhirat, bergantung pada apa 
yang ia telah investasikan di dunia11 
 
B. Sumber dan Norma Ekonomi Syariah 
Ekonomi Syariah merupakan ekonomi yang berlandaskan hukum syariah, sehingga dalam 
penerapannya berdasarkan syariah. Sumber hukum yang digunakan sebagai landasan ekonomi 
syariah diantaranya adalah Al-Qur’an12, Al-Hadits13, Ijtihad14 
Dalam pandangan sejarah, hukum Syariah dapat dikategorikan kedalam dua sumber utama, 
yang pertama ialah yang dibentuk pada masa kehidupan Nabi Muhammad saw, sedangkan yang 
 
10 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Ekonomi Islam. (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 
2009), hal 23-26 
11 Adiwarman A. Karim, Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hal 6 
12Al-Qur’an dalam bidang ekonomi, seperti halnya dalam bidang muamalat pada umumnya, memberikan pedoman-
pedoman yang bersifat garis besar, seperti membenarkan memperoleh rezki dengan jalan perdagangan, melarang makan 
riba, melarang menghamburkan-hamburkan harta, perintah bekerja untuk mencari kecukupan nafkah dan sebagainya. 
Ahmad Syafii Maarif, Islam dan Masalah Kenegaraan. Studi tentang Peraturan dalam Konstituante, Jakarta: LP3ES, 1985. 
Hal 15 
13Sunnah Rasul memberikan penjelasan perinciannya, seperti mengatur bagaimana cara perdagangan yang 
dihalalkan dan bagaimana pula yang diharamkan, menerangkan macam-macam bentuk riba yang dilarang dalam Al-
Qur’an, memberi penjelasan tentang pekerjaan-pekerjaan mana yang dibenarkan untuk mencari rezki dan mana yang 
tidak dibenarkan dan sebagainya. M.Kamal Hijaz, Jurnal Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi Ilmu 
Ekonomi (STIE) YPUP Makassar: AL-FIKR Volume 15 Nomor 1 Tahun 2010, hal. 181 
14Ijtihad secara etimologi adalah, diambil dari akar kata dalam bahasa arab jahada ( َدَهَج) bentuk kata masdarnya ada 
dua bentuk yang berbeda artinya: Jahdun (  دْهَج) dengan arti kesungguhan atau sepenuh hati atau serius, Juhdun (  دْهُج) 
dengan arti kesanggupan atau kemampuan yang di dalamnya terkandung arti sulit, berat dan susah.Amir Syarifuddin, 
Ushul fiqh II, Cet.4, (Jakarta:  Kencana  Permada  Media  Group, 2008), h. 223 lihat juga  
Menurut para ahli Ushul Fiqh, antara lain Imam al-Syaukani dan Imam al-Zarkasyi, ijtihad adalah mencurahkan 
kemampuan untuk mendapat-kan syara’ (hukum Islam) yang bersifat operasional dengan istimbath (mengambil 
kesimpulan hukum) Azyumardi Azra, Ensiklopedi Islam, jilid 2 (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2001), h.183  
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kedua ialah hukum Syariah yang ‘diturunkan’ oleh para umat Islam setelah kematian Nabi 
Muhammad saw.15 Sumber hukum yang diakui sebagai landasan ekonomi Islam terdiri dari:16 
Norma 17 ekonomi Syariah adalah aturan-aturan atau ketentuan aktivitas ekonomi yang 
berlandaskan pada syariat Islam. Dengan terbentuknya norma maka akan terbentuk sebuah etika 
seperti halnya dalam norma ekonomi Islam. Norma - norma tersebut kemudian membatasi sikap atau 
prilaku dalam bisnis Syariah dan hal tersebutnya yang menjadi ciri khas bisnis Syariah. 
Menurut Lewis, norma pada sistem ekonomi Syariah yang tidak bisa dilepaskan dari lembaga 
keuangan Syariah ialah sebagai berikut 18 
1. Riba dilarang dalam segala bentuk transaksi dalam sistem ekonomi Syariah, terdapat satu aspek 
yang masih sangat kontroversial bertentangan dengan sudut pandang barat. Aspek tersebut 
adalah pelarangan riba (bunga). Pembayaran dan penggunaan riba yang berlaku dalam sistem 
perbankan konvensional sudah jelas larangannya. Hal ini jelas tercantum dalam Quran. 
2. Bisnis dan investasi ditangani berdasarkan pada kegiatan yang halal (legal, berizin). Aktivitas 
finansial Syariah memiliki aturan yang ketat. Oleh sebab itu, bank Syariah tidak dapat melalukan 
transaksi yang diharamkan dalam Islam (seperti, penjualan minuman beralkohol, daging babi, 
dll). Secara lebih lanjut, dalam memenuhi kebutuhan umat Islam, lembaga keuangan dituntut 
untuk memprioritaskan produksi kebutuhan pokok kelompok Islam pada umumnya. 
Sebagaimana dalam tuntunan Syariah, berpatisipasi dalam produksi dan pemasaran barang 
mewah merupakan hal yang tidak dapat diterima dalam pandangan agama ketika kelompok 
muslim dalam keadaan serba kekurangan kebutuhan pokok (sandang, pangan, dan papan, 
kesehatan dan pendidikan). 
3. Menghindari maysir (gambling) dan harus terbebas dari unsur gharar (spekulasi atau analisa yang 
tidak tentu). Larangan dalam mengadu keuntungan secara eksplisit tercantum dalam Quran (Al-
Maidah:90-91). Dalam ayat tersebut digunakan istilah maysir yang berarti permainan berbahaya, 
berasal dari kata yusr, bermakna bahwa pelaku maysir berpacu untuk mendapatkan harta tanpa 
upaya kerja keras, dan istilah tersebut berlaku pada setiap praktik judi (gambling). Perjudian 
dalam segala bentuknya merupakan hal yang terlarang dalam hukum Islam. Secara eksplisit, 
hukum Islam juga melarang segala jenis aktivitas ekonomi yang mengandung elemen gambling 
tersebut. Memperkaya diri melalui judi dan mengadu nasib merupkan hal terlarang berdasar 
 
15 El-Ashker, Ahmed and Rodney Wilson, Islamic Eceonomics: A Short History, (Netherland: Brill, 2006) 
16 Sadono Sukirno, dkk, Pengantar Bisnis (Jakarta: Prenada Media :2004), hal.25. 
17 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Norma adalah Aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok 
dalam masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan berterima: setiap 
warga masyarakat harus menaati -- yang berlaku; aturan, ukuran, atau kaidah yang dipakai sebagai tolok ukur untuk 
menilai atau memperbandingkan sesuatu Definisi Norma, Kamus Besar Bahasa Indonesia http://kbbi.web.id/norma, 25 
November 2015 
18 Mervyn K Lewis, Handbook of Islamic Banking, (USA: Edward Elgar Publishing, Inc, 2007) 
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Syariah. Elemen yang lain yang dihindari dalam Islam ialah segala jenis transaksi yang 
melibatkan unsur spekulasi (gharar). Hukum riba dan maysir tercantum/diatur dalam Quran, 
sedangkan larangan gharar tercantum dalam Hadist. Dalm istilah perdagangan/jual beli, gharar 
adalah kegiatan transaksi berupa tindakan spekulasi yang sangat beresiko, meskipun unsur 
keragu-raguan dapat diperbolehkan pada kondisi darurat. Dalam konteks umum, pengambilan 
keputusan dengan mengabaikan aturanaturan hukum dasar yang berkaitan dengan pertimbangan 
suatu objek sama saja turut serta dalam mengambil resiko ketidakpastian. Hal tersebut bukanlah 
sesuatu yang diterima dan serupa dengan spekulasi karena ketidakpastian. Transaksi spekulatif 
seperti inilah yang pada dasarnya dilarang. 
4. Zakat harus disalurkan oleh lembaga keuangan sebagai social benefit. Berdasarkan Quran, Allah 
memiliki semua kekayaan dan sumberdaya dimuka bumi dan alam semesta. Kepemilikan/hak 
milik memiliki fungsi sosial dalam Islam yang harus digunakan untuk kepentingan sosial/umat. 
Keadilan sosial merupakan hasil dari pengaturan masyarakat dalam pranata sosial dan sudut 
pandang hukum Islam (hal ini termasuk menggunakan pekerja produktif dan pemberian 
kesempatan yang sama dalam bekerja, tidak ada perbedaan kaya dan miskin). Keadilan dan 
kesetaraan dalam Islam bermakna bahawa orang-orang harus memiliki kesempatan yang yang 
sama tanpa memandang perbedaan status sosial (Chapra, 1985). Bagaimanapun, sangatlah 
penting dalam sebuah pemerintahan Islam unutk menjamin level substansial di masyarakat 
(makanan, pakaian, perawatan kesehatan, dan pendidikan). 
5. Segala aktivitas harus sesuai dengan prinsip agama Islam, dengan Dewan Syariah khusus sebagai 
supervisor atau penasehat terhadap kelayakan bentuk transaksi/produk ekonomi. 
 
C. Konsep Etika dalam Bisnis Syariah 
Etika bisnis dalam Islam adalah perilaku dalam bisnis dengan menerapkan nilai-nilai Syariah 
yaitu mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangnya. Dalam Islam etika bisnis ini sudah banyak 
dibahas yakni sumber utamanya adalah Al-Quran dan hadits. 
Perusahaan berbasis Syariah baik itu lembaga keuangan Syariah, bank maupun non bank 
diwajibkan untuk mematuhi nilai-nilai Syariah dalam menjalankan transaksi bisnisnya yang 
kemudian mematuhi etika-etika yang berlaku dalam Islam. Oleh karena itu etika bisnis dalam Islam 
menjadi salah satu penilaian keSyariah-an suatu perusahaan berbasis Syariah. 
Berikut ini ada 5 konsep umum etika berbisnis dalam Islam: 
1. Tauhid 
Untuk mencapai kesejahteraan satu-satunya landasan paling fundamental adalah tauhid, 
karena dengan landasan tauhid ini dapat di bedakan antara ekonomi Islam dengan Ekonomi 
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konvensional. Tauhid membersihkan agama secara mutlak dari semua keraguan menyangkut 
transendensi dan keesaan tuhan. Hanya Allah lah yang patut di agungkan dan di sucikan, dijadikan 
tempat mengadu dan meratap.19Dengan tauhid itu manusia bisa mencapai dua tujuan sekaligus, yaitu 
mengukuhkan tuhan sebagai satu-satunya pencipta alam semesta dan mensederajatkan semua 
manusia sebagai mahluk tuhan.20 Dan yang membedakan derajat seseorang dihadapan Allah SWT 
adalah ketaqwaannya. 
Begitu juga dalam pandangan dunia holistik tauhid bukanlah hanya sekedar ajaran tentang 
kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, akan tetapi jauh lebih mencakup pengaturan tentang 
sikap manusia terhadap tuhan dan terhadap sumber-sumber daya manusia maupun alam 
semesta.aspek terpenting dari tauhid disini adalah berfungsi untuk membangun kualitas-kualitas 
individu, sekaligus juga membina masyarakat, yang keanggotaannya terdiri dari individu-individu.21 
Juga tauhid mengandung arti bahwa alam semesta ini diciptakan dan di desain  oleh tuhan Yang 
Maha Esa secara sadar, yang bersifat esa dan unik, dan tidak terjadi dari faktor kebetulan atu 
aksidentil.22 
Karena Allah menciptakan segala sesuatunya dengan suatu tujuan yang jelas, maka ini akan 
memberikan arti yang cukup signifikan bagi jagad raya, dimana manusia sebagai aktor utamanya. 
Maka setelah penciptaan ini, Tuhan tidak pension, ia aktif terlibat dalam segala urusannya dan selalu 
waspada dan melihat kejadian yang paling kecil sekalipun.23 
2. Khalifah 
Manusia diciptakan selain untuk menyembah kepada-Nya tetapi juga ditugaskan sebagai 
wakil-Nya dimuka bumi.24 Ia telah dibekali dengan semua karakteristik mental dan spiritual serta 
materil untuk memungkinkannya hidup dan mengemban misinya secara efektif.25 
Manusia sebagai khalifah atau dalam pengertian pengelolaan disebut khilafah. Yaitu fungsi 
utamanya menyediakan basis bagi sistem perekonomian dimana kerjasama atau gotong royong 
mengganti kompetisi yang selama ini menjadi ciri dominan proses interaksi ekonomi konvensional. 
Dalam pengolahan dan pengelolaan disini terkandung makna sinergi yang memberi tekanan 
pada kerjasama dan tolong menolong26dalam arti bahwa mereka yang bekerja meraih kemakmuran 
dibumi harus dilakukan tanpa melakukan pengorbanan terhadap orang lain (al-fasad) sementara 
 
19 Yusuf Qardhawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam, (Jakarta: Gema Insani Press), hal 203. 
20 Isma’il Razi Al-Faruqi, Tauhid, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1988) hal 165 
21 Ibid, hal 30 
22 QS. Ali Imron 191 
23 M. Umer Chapra, Islam dan Tantangan Ekonomi, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hal.204. 
24 QS. Al-Baqarah: 30 
25 M. Umer Chapra, hal 204 
26 Qs. Al-Maidah: 5,2 
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kalau memperoleh kelebihan harus digunakan untuk member manfaat dan pertolongan kepada 
sesama. 
3. Keadilan dan keseimbangan 
Konsep tauhid dan khilafah akan tetap menjadi konsep yang kosong dan tidak memiliki 
substansi jika tidak dibarengi dengan keadilan sosio-ekonomi. Seperti dikatakan oleh Ibnu Taimiyah 
bahwa” Allah menyukai negeri adil meskipun kafir, tetapi tidak menyukai Negara tidak adil meskipun 
beriman, dan dunia akan dapat bertahan dengan keadilan meskipun tidak beriman, tetapi tidak akan 
bertahan dengan ketidakadilan meskipun Islam”. Keadilan telah dipandang oleh para fuqaha’ sebagai 
isi pokok maqashid asy-syari’ah. Islam sangat menentang keras berbagai bentuk ketidakadilan, 
ketidak merataan, eksploitasi, penindasan dan kekeliruan, sehingga seseorang menjauhkan hak orang 
lain atau tidak memenuhi kewajibannya terhadap mereka.27 
4. Kebebasan (al-khuriyyah) 
Tidak ada kalimat yang merdu di dengar, yang indah dirasakan, dan selalu menjadi dambaan insan 
setelah aqidah dan keimanan menancap di kalbu kecuali senandung kalimat kebebasan. Akan tetapi 
kebebasan disini bukan berarti bebas mutlak tanpa batas, tetapi kebebasan yang terikat dengan hak-
hak orang lain, dengan kepentingan umum bagi masyarakat, dan terpenting lagi adalah keterikatan 
dengan koridor syari’ah, juga system undang-undang sipil dalam suatu Negara.28 
Disini manusia mempunyai suatu kebebasan untuk berbuat suatu keputusan ekonomis yang 
berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan hidupnya. Karena dengan kebebasan itu manusia dapat 
mengoptimalkan potensinya dengan melakukan inovasi-inovasi dalam kegiatan ekonomi. Maka 
konsekuensi dari kebebasan ini adalah sebuah keniscayaan untuk seluas-luasnya terus 
mengembangkan kreatifitasnya, melakukan inovasi-inovasi ekonomi sesuai dengan kebutuhan 
manusia juga kebutuhan pasar yang secara dinamis mengalami perubahan-perubahan.29 
5. Tanggung jawab (al-mas’uliyyah) 
Tanggung jawab adalah merupakan konsekuensi logis daripada sebuah kebebasan. Dalam 
pandangan Islam tanggung jawab manusia hanya tidak sebatas tanggung jawab individu dan sosial, 
tetapi yang lebih penting lagi adalah tanggungjwab dihadapan Allah SWT. Maka dari itu  makna 
kebebasan adalah suatu amanah dari Allah yang harus di implementasikan manusia dalam aktifitas 
kehidupannya. 
Pertanggungjawaban manusia perlu difahami dalam dua aspek, yaitu aspek transcendental 
(transcendental accountability) yaitu suatu keyakinan akan adanya hari pembalasan, perhitungan 
sebagai self control. Sehingga bagi orang yang sadar akan eksistensi hari pembalasan akan mampu 
 
27 M. Umer Chapra, hal, 211. 
28 Wahbah Zuhaili, Kebebasan Dalam Islam, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005) hal 3 
29 Amiur Nurrudin, SDM Berbasis Syari’ah, hal 34 
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mengartikulasikan kehidupan dengan sikap dan perilaku yang baik.30 Karena pada hari perhitungan 
nanti manusia akan disuruh membaca sendiri catatan amalannya, untuk menjustifikasi eksistensinya 
di muka bumi.31 
Etika bisnis dapat ditinjau dari sisi etika pendirian perusahaan, etika manajemen, etika 
produksi, etika pemasaran atau marketing, etika menejer, etika karyawan, dan etika konsumsi. 
Diasumsikan karena entitas, lembaga, institusi dan mukalaf (orang yang bertanggung jawab) dalam 
Islam tidak dapat dipisahkan, etika pribadi sebagai seorang muslim yang mukalaf yang memiliki 
kewajiban selaku muslim berlaku juga pada perusahaan, lembaga dan organisasi.32 
 
PENUTUP 
Aktivitas bisnis dalam Islam tidak hanya bertujuan dalam tataran kehidupan dunia namun 
semua aktivitas dapat bernilai ibadah jika didasarkan pada aturan-aturan yang telah disyariatkan 
Allah. Dalam pandangan inilah diterapkan konsep keseimbangan yakni menempatkan aktivitas 
keduniaan dan keakhiratan dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Etika bisnis merupakan 
tuntutan yang harus dilaksanakan oleh pelaku bisnis dalam menegakkan konsep keseimbangan 
ekonomi. Dengan adanya etika dalam bisnis Syariah maka akan menjadikan sistem perekonomian 
berjalan secara baik dan seimbang. Baik yakni dimana bisnis yang dilakukan saling menguntungkan 
kedua belah pihak, sementara dikatakan seimbang karena tak hanya dunia yang di dapat tapi akhirat 
juga. 
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